BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

'PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR £ TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERTURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA ‘ '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, e
BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan

: Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pengangkatan
. dan Pemberhentian Perangkat Desa,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi
maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang.
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

-

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
pembentukan daerah-daerah TK. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahnun 1959
Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822); i

2. Undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang
pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di -Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2305);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor '5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia“Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Menetapkan

2015 Nomor ‘58 tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman = Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Sistim Tata Organisasi Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2017



Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari wilayah kecamatan
terdapat desa tersebut yang memenuhi persyaratan umum dan
khusus. '
Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau

yang sederajat; .
b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh

dua) tahun;
c. Terdaftar sebagai penduduk di dalam wilayah kecamatan
masing - masing paling kurang 1 (satu) tahun sebelum

pendaftaran; dan
d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal

usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat
lainnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelengkapan persyératan administrasi sebagaimana dimaksud' pada
Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a.

b.

c.
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Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal
dari pemerintah setempat yang diketahui oleh Camat setempat;
Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh
yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
[jazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan atau surat pernyataan
dari pejabat yang berwenang;

Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat
kesehatan yang berwenang; dan

surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);

surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berada di
provinsi dan atau di kabupaten;

surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa; dan
Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.



3.
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Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

2

(3)

Pasal 11

Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai
cukup, diajukan kepada Kepala Desa melalui panitia dengan
dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

a. berpendidikan paling rendah sekolah menerigah umum atau
yang sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 {empat puluh
dua) tahun dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yang
dilegalisir pejabat yang berwenang;

c. terdaftar sebagai penduduk diwilayah kecamatan tersebut,
yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dari
calon perangkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat
Kepala Desa.

e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat

kesehatan yang berwenang; dan

surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK); :

g. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN)}.yang berada di
provinsi dan atau di kabupaten; dan

h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi pera.ngkat desa;

Format formulir panitia penjaringan dan penyaringan Perangkat

Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pendaftaran.

™

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

a.
b.

c.
d.

‘L"')(D
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merugikan kepentingan umum,;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya,

menjadi pengurus BUMDesa,;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah Renublilk Indonegsia Dewan Perwalilan Rakvat Daerah
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Timur, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan
Perundangan-Undangan;
k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah; ‘
1. pada saat proses pemilihan kepala desa diwilayahnya berpihak dan
atau mendukung salah satu calon kepala desa;
melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan  yang jelas  dan tidak  dapat
dipertanggungjawabkan.

B

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34

(1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dilakukan
' dengan mendahulukan pendekatan penataan ‘dan atau pengisian
dari perangkat desa yang sudah ada; dan :
(3) Bagi perangkat desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati
ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kesempatan selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Koloka Timur.

Diundangkan di Tirawuta -
Pada tanggald¢ Mayet 2017

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 16 Maret2017
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